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IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"KELOMPOK BERMAIN BUNGA TERATA
LINGKUNGAN AHOLAIE KELURAHAN MANNANTI KECAMATAN TELLULIMPOE

————

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAL,

Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan  kepastian hukum kepada
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan
layanan pendidikan kepada Masyarakat periu diterbitkan Izin Pendirian
dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sinjai Nomor : TT/015/DP Menyatakan bahwa Izin
Operasional Penyelenggaraan dan Pengelolaan "KELOMPOK BERMAIN
BUNGA TERATAI" Lingkungan Aholaie Kelurahan Mannanti Kecamatan
Tellulimpoe merupakan lembaga Yang memiliki kredibilitas dan
kemampuan untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan
huruf b, dipandang periu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) "KELOMPOK BERMAIN BUNGA TERATAI" Lingkungan Aholaie,
Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe,

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neqara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesi Nomor 5679);
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30 Tahun 2014 tentang Administras

Nomor :
paran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
omor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang
Pemerintahan (Lem

Undang — Undang N
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Slandar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5670);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyeilenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2018 Nomor 23), -
Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian

Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas ‘P.enanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Dacrah

Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50);
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Memperhatkan 1. Permohonan  Pengelola  KELOMPOK  BerMAIN  BUNga
| TERATAI Nomor .02/2/KB.BT/TL, Tgnggal 08 November 2019 Perihaf
Permohonan Penerbitan [zin Operasional Penyelenggaraan:
2. Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 10 Februari 2020 tentang Pendidikan
Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN BUNGA TERATAI Disingkat
PAUD KB BUNGA TERATAI;
3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor -
TT/015/DP, Tanggal 26 Februari 2020, Perihal Penerbitan gzin.
Operasional Penyelenggaraan yang baru;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu . Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Kepada :
Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN BUNGA TERATAI
Alamat Lembaga  : Lingkungan Aholaie, Kelurahan Mannanti,
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
Penanggung Jawab : MIHRAH
Kedua . Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 19
Februari 2020 sampai dengan 19 Februari 2023;
Ketiga . Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa beraku izin;
Keempat . Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai denganr
ketentuanperundang-undangan.
~__ Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
<"y Padatanggd : 27 Februari 2020
7 .* . an. BUPATIGINJAI
,_;‘FI/’ [ KEPALA DINAS,
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.7 LUKMAND P, M.Si
. T T Pangkat : Pdmbina Tk |/ IVb
" NIP ; 197011301990031002
Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;

3. Camat Tellulimpoe,

4, Arsip;
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SURAT REKOMENDASI
Nomor : 421.9/04.(g85 /DP/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Adam Malik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan - Kepala Bidang PAUD dan PNF

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
Alamat . JL. R.A. Kartini No. 6 Kelurahan Biringere

Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga - Kelompok Bermain “Bunga Teratai”
Ketua Lembaga : Mihrah
Alamat Lembaga - Lingkungan Aholaie Kel. Mannanti

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan

Adalah benar sebagai Kelompok Bermain yang aktif serta memiliki kredibilitas dan
ini, sehingga layak diberikan

kemampuan melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia D1
rekomendasi untuk mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Pusat Data

dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.
Sinjai, Maret 2020
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